
 

 

 
 

 
 

WALI KOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR  12  TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2019 

TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA TANJUNGPINANG, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan jenis jabatan dan 

nomenklatur jabatan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, maka 

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang    Nomor 52 

Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan dan Nilai 

Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang perlu dilakukan pencabutan untuk 

penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 

Tentang Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  



 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4112); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 



 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 

tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur    

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 

2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

1636); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

 

 



 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120      

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 441); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 441); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam 

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang  

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang  Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah 

Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44); 



 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 

52 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DAN NILAI 

JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

TANJUNGPINANG  

 
 

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 

Tentang Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan Di lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 206) 

diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 
 

(1) Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai ASN di Lingkungan 

Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

(2) Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai 

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

(3) Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya,  Kelas Jabatan dan 

Persediaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

(4) Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini.  

(5) Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya di 

Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  

(6) Klasifikasi Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk Jabatan 

Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini 

 

 
 
 

 



 

Pasal II 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota 

Tanjungpinang. 

 
Ditetapkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 20 Februari 2023 

WALI KOTA TANJUNGPINANG, 

           

ttd 

              RAHMA  

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 20 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 
 

ttd  

ZULHIDAYAT 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 446 


